
HBUPATI RA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALi,IAHERA BARAT
NOMOR : tlV.A TAHUN 2014

TENTANG

PETBENTUKAN TIII KOORDI NASI PENGEiIBANGAN PROiIOSI
DAN PEiIASARAN PRODUK KHAS DAERAH

KABUPATEN HALiIAHERA BARAT

BUPATI HALTAHERA BARAT,
Menimbang : a. bahura dalam rangka mendorong kemandirian perekonomian danmendukung penanama

peningkatan daya saing
pemasaran produk kha
berkesinambungan, ma
Pengembangan promosi dan pemasaran produk Khas Daerah

b. 
Kabupaten Halmahera Barat; 

sebagaimana tercantum daram Lampiran
pu dan memenuhi syarat serta memiliki
tugas sebagai Tim Koordinasi

dimaksud: 
i dan Pemasaran Prcduk Khas Daerah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
7 pe|, me_netapkan Keputusan eupiti tentan! iembentukan Tim
Koordina-si. Pengembangan promosi dan pema-saran produk Khas
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 
^1_g_sg 

tentang penetapan Undang_
undang Nomor 23 Darurat rah rn 1g57 tentang Fembentukan oaeran_
daerah Swatanka Tingkat ll Dalam Witayah Dalrah swatanfi iintx"t r
Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun lggg tentang perubahan atas
Undang-unda ng 8 Tahun 1 g7 4 tentang pokok-poko[ repegawairn ; 

---
3. Undang-undang Nomor 2g rahun lggg tentang penyetenggaraan

Negara yang bebas dari Kulusi, Korupsidan Nepotisme;
4. Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang_

1999 tentang pembentukan provinsi Malulu
n Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

5. Undang-un tentang pembentukan KabupatenHalmahera ra Selaian, Kabupaten KaprLr;,
Sula, Kabu ur dan Kota Tidore feputauan 

- 
Oi

Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 20M tentang perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 20M tentang pemerintahan oaeLn;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 20M tentan! eenmoangan Keuangan

antara Pemerintah pusat dan Daerah;
10. Undang-undang Nomor25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal;
1 1. Peraturan Pemerintah Nomor ss rahun 2oos tentang Dana

Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5g rahun 2005 tentang pengeroraan

Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2oo5 tentang pedoman
Penyusunan Standar pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman penyerenggaraan periyanan Terpadu satu pintu;

.l?l?n PengaMian Desa Jatipomiti.Kec. Jairoro Kode pos gr7s2
lGbupaten Halmaher:a Barat - Maluku Utara Telp. (og22lzzztoo,t, rax. 10szz1 222100

13.

14.



-2-

16. Peraturan Menteri .Dalam Ne-qe1 Nomor 20 Tahun 2OO8 tentang
Pedoman organisasi dan Tata Kerja Unit pelayanan perizinan Terpadi
diDaerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 16 Tahun 2008 tentang organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 537/2160/SJ Tahun 2011
tentang Pedoman Pengembangan Promosi dan pemasaran produk Khas
Daerah

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

TIEiiUTUSKAN :

Membentuk rim Koordinasi Pengembangan promosidan pemasaran produk
Khas Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyaitugas:
a. Mengidentifikasi dan menyusun data produk khas daerah serta produk

prioritas atau unggulan;
b. Mengkoordinasikan seluruh SKPD terkait dan seluruh pemangku

kepentingan untuk pengembangan promosi dan pemasaran produk khas
daerah;

c. Melakukan percepatan proses perizinan dan proses pengurusan Hak
Atas Kekayaan lntelektual produk khas daerah serta menyiapkan
informasi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri;

d. Menyusun masterplan pengembangan promosi dan pemasaran produk
khas daerah periode 5 (lima) tahunan dengan melibatkan sKpD terkait
dan para pemangku kepentingan.

Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pos Anggaran
BPMPPT Kab. Halmahera Barat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT PARAF
a

Sekretaris Daerah /rttnn
Ass. Bid. Pem & Adm Umum %"v
Kepala BPMPPT i-2tr
Kabag. Hukum & Orgs W t/n!

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.l diJakarta
2. Menteri Dalam Negeri R.l di Jakarta
3. Gubemur Maluku Utara di Sofifi
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. lnspetur lnspektorat Kab. Halmahera Barat diJailolo
6. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat diJailolo
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo

NA]IITO H. ROBA



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR II}.A TAHUN2014
TANGGAL Zg gwr t"., 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTMN TIM KOORDINAS! PENGEMBANGAN
PROMOSI DAN PEMASAMN PRODUK KHAS DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

PEMBINA : BUPATI HALMAHEM BAMT
KOORDINATOR :WAKIL BUPATI HALMAHEM BAMT
PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KAB. HALBAR
PELAKSANA HARIAN : ASISTEN BID. EKO, PEMB DAN KESRA
SEKRETARIS : KEPAH BPMPPT KAB. HALBAR
ANGGOTA : 1. KEPAI-A BAPPEDA lGB. HALBAR

2. KEPAIS DINAS PERINDAG KAB. HALBAR
3. KEPAI.A DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. HALBAR
4. KEPAI.A DINAS PERTANIAN KAB. HALBAR
5. KEPAI.A DINAS KETAUTAN DAN PERIKANAN KAB HALBAR
6. KEPAI.A DINAS KEHUTANAN KAB. HALBAR
7. KEPAI.A DPPKAD KAB. HALBAR
8. KEPA!-A DINAS PENDIDTKAN KAB. HALBAR
9. KEPAI.A BP4K KAB. HALBAR

10. KEPALA BPMD KAB. HALBAR
11. KEPAI.A KAKANPORBUDPAR KAB. HALBAR
12. KEPAIS BAGIAN EKONOMT SETDA KAB HALBAR
13. KEPAIA BAGIAN HUKUM & ORGS SETDA KAB HALBAR
14. SEKRETARIS BPMPPT KAB. HALBAR
15. KABID PENANAMAN MODAL BPMPPT KAB HALBAR

NAIvITO H. ROBA
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Ass. Bid. Pem & Adm Umum


